BAB IV

ANALISISPEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan

Demi untuk memelihara tubuh manusia, Islam menetapgbrinsip
keadilan untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an bd#ftam surat-surat
Makiyah atau Madaniyah, mengutamakan dan mengamjudgar keadilan
itu menjadi perhatian umat. Seterusnya menegur manjauhkan umat
manusia dari sifat aniaya yang akan merusak martusgendiri. Maka dari
itu Al-Qur'an memerintahkan keadilan secara umunm #husus, baik
terhadap musuh yang menyerang ataupun sebalileyadap mereka, kaum
Muslimin diperintahkan agar tetap berlaku adil ldgaesamanysa.

Islam sebagai Agamdniversalmengandung prinsip-prinsip hak asasi
manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam matl@npmanusia pada
kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya,egedn antara satu
individu dengan individu lain terjadi bukan karemaknya sebagai manusia,
melainkan didasarkan keimanan dan ketagwaannyany&dperbedaan itu
tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam kedudoké&i.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, teranglahwdatujuan Syari'at
di sekitar sanksi, adalah untuk memperbaiki jiwan daendidiknya serta

berusaha menuju ketentraman dan keberuntungan raargesnksi dalam

! Ahmad Hanafipp. cit,him. 164-165.



hukum pidana Islam beraneka rupa. Selain hukumaaidanqgishashterdapat
pula macamuqubah lain, yang bersesuaian dengan jiwa manusia seperti
hukumanta'zir, kafaratdan lain-lain. Hal ini membantu para hakim dalam
melaksanakan sanksi pidana dan memberi kepaddid@mpkeadaan sanksi
yang sepadan. Kemudian dalam penerapan hukumarsyaaitat Islam tidak
menghalanginya sama sekali, tetapi di sampingstam mengadakan aneka
rupa syarat untuk menyempitkan pelaksanaan hukutesisebut dan
memberikan keringanan apabila ada maaf dari piddubub?

Berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang menuggaa
kejahatan pembunuhan sebagai tindak pidana mumdar§kan dalam
formulasi hukum pidana Islam, kejahatan pembunuhdisamping
memasukkan aspek pidana juga memasukkan aspek hylendata.
Ketentuan ini jelas berbeda dengan ketentuan pangzh pidana positif
yang hanya menggolongkan pidana pembunuhan daldayali hukum
publik, sehingga wewenang penjatuhan hukuman besaganuhnya pada
tangan penguasa atau negara, tanpa campur tangapihdd& korban untuk
menuntut balas atau membebaskan pelaku dengan amndgukuman
lainnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan ageldduatan
yang di larang keras oleh agama karena akibat gitimbulkan dari
perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupagarakat. Perbuatan

membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merahglakidup orang lain

2 Hashi Shiddigi,Pidana Mati dalam Syari‘at IslanSemarang: Pustaka Rizki Putra, 1998,
him. 52-53.



dan mendahului kehendak Allah, karena Dia-lah yaertpak membuat hidup
dan mati. Allah mengharamkan manusia melakukan paotian kecuali

dengan alasan yang benar yaitu kafir setelah immantéd), berzina setelah
ihshan dan membunuh sesama muslim yang terpeliharayavan

Manusia tidak bisa merealisasikan semua keingirmantdjuan hidup
mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor tewmseterpenuhi dan
memperoleh haknya secara penuh. Salah satu hak palitgy asasi dan
diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, makdaki seorangpun
diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orangdam melanggar apa
yang telah digariskan oleh Allah SWT, hak memilikiak menjaga
kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, hdkn memperoleh
pengajaran.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menggugapa
yang telah Allah ciptakan, merampas hak hidup korkarena menghapus
kebahagiaan keluarga korban yang bangga akan kistzerekorban karena
bermanfaat bagi orang lain. Dengan kematian korlmaaka terputuslah
semua bentuk pertolongan yang biasa datang dabakorlslam tidak
membedakan antara satu jiwa dan jiwa lain. Oleherar itu tidak
diperbolehkan merampas hak
hidup orang lain yang dapat menghancurkan hidupekaeidengan cara

bagaimanapun.

% Lihat M. Quraish Shihabgp. cit, Jilid VII, hal 266. Pengecualian dalam pembunuhan
menyangkut tiga hal. Pertama, atas dagshash Kedua, membendung keburukan akibat
tersebarnya kekejian (zina). Ketiga, membendunghepn yang mengakibatkan kekacauan dan
mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang muom¢aihggalkan agama Islam, karena ia
telah mengetahui rahasia-rahasia (jamaah)lslankelaarnya dapat mengancam (jamaah) Islam.



aadll jlad) L8 JuaY)
“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalahrita.””

Kaidah figih tersebut menjelaskan bahwa hukum agahg
menyangkut masalah mudarat adalah diharamkan. Bekngerbuatan
membunuh yang lebih besar madaratnya daripada ataydag terjadi. Jika
pembunuhan itu terjadi juga dengan tidak sengaijand Islam juga mengatur
masalah sanksi, meskipun sebenarnya dalam Islagorsesg yang tidak
sengaja berbuat maka menjadi dasar penghapus hokutapi tidak
berpengaruh dalam tindak pidana pembunuhan.

Islam juga mewajibkan denda dalam pembunuhan tiskikgaja
sebagai penghormatan kepada nyawa seseorang. myguadalah agar
seseorang tidak pernah sama sekali terpikir unt@nyepelekan nyawa
seseorang dan juga agar setiap orang berhati-bfiakberinteraksi dengan
nyawa dan jiwa orang lain, juga untuk menutup pimafsadahsehingga
tidak seorangpun yang boleh membunuh dengan alzdama pembunuhan
itu tidak sengaja.

B. Syarat dan Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa

Pada dasarnya istilah pembelaaan terpaksa melanvasas, tidak
ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Pengertian Yelnitp spesifik dalam
hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istiltifia asy-syar’i al-khass
(pembelaan syar’i khusus atau pembelaan yang st) daf'u as-sail

(menolak penyerang). Meskipun demikian, secara asiibt pengertian

* Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhardmazam,op.cit, him. 88



tersebut penulis analogikan dengan maksud yanggatddalam hukum
positif.

Dalam masalah pembelaan yang sah Islam membedakaneyjadi
dua yaitu Pembelaan khusukaf us-sha’i) dan Pembelaan umum atalif'@
asy-syar’i al-am)atau yang lebih dikenal dengan istilamar Ma’ruf Nahi
Munkar. Amaradalah fi'il amar yang berarti perintah atau amjudanva’ruf
(kebaikan) yaitu semua perkataan atau perbuatag pariu diucapkan atau
dilakukan sesuai dengan nas, dasar umum (aturaokpalan jiwa hukum
Islam, bisa dengan perkataan dan perbuatan. SemtaNgki yaitu Fi'il nahi
yang berarti larangan untuk mengerjakan Namkar yaitu setiap perbuatan
yang dilarang terjadinya oleh syara’.

Tetapi di dalam KUHP pasal 49 ayat 1, dikenal aktipembelaan
terpaksa rfoodweey, yang berasal dari katzood danweer “Nood' berarti
darurat (keadaan)/ keadaan terpaksa, sedangkeai“berarti pembelaan,
menolong atau melepaskan dari bahaya. Sedangkah 4shsyat 2 dikenal
pengertian pembelaan terpaksa melampaui batasod(veer exces
Pengertian tersebut pada dasarnya sama denganrimangang dimaksud
dalam ayat 1 tetapi dalam ayat 2 terdapat ka®cés yang berarti
pelampauan batas.

Jadi, terdapat perbedaan istilah dalam pengertitmraahukum pidana
Islam dan KUHP. Tetapi terdapat persamaan yang asanéntara keduanya,

yaitu objek atau sasaran yang dilindungi. Dalam KRUhRhaupun hukum



Islam, dalam pembelaan terpaksa, sama-sama bertupedindungi jiwa,
kehormatan, harta benda baik untuk diri sendiri po@uwrang lain.

Dalam KUHP tidak ditentukan atau dijelaskan pengerimaupun
syarat pembelaan terpaksa, dan apakah pembelaampakan hak atau
kewajiban seseorang. Tetapi oleh ahli hukum, dijga secara rinci
mengenai apa yang dimaksud pembelaan terpaks&drnéna dalam pasal
tersebut hanya disebutkan tidak dipidana, baraapasi'yang melakukan
pembelaan terpaksa”, hal ini berarti kalimat akidlam keadaan seketika itu
juga terpaksa atau terdorong oleh situasi yangratbatau mendesak, bukan
merupakan anjuran atau perintah. Tetapi dalam rhulpidana Islam
diperselisinkan apakah termasuk hak atau kewajilzdam pembelaan yang
sah.

Para fugaha telah sepakat berpendapat bahwa memiibiekdalah
suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diriiseatdu diri orang lain
dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan hartdeb Tetapi berbeda atas
hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau. hddi,
konsekuensinya apabila membela diri merupakan duskumaka seseorang
boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakanteyapi tidak berdosa
dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabilatdkan kewajiban maka
seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa kieetineninggalkanny?.
Melakukan pembelaan terhadap serangan didasarkda PBaman Allah

SWT:

® Ahmad hanafipp. cit him. 211
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“Bulan Haram dengan Bulan Haram dan pasksuatu yang

patut dihormati, berlaku hukum gishash. oleh sebiabbarangsiapa yang

menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengamngannya

terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahyitzthwa Allah beserta

orang-orang yang bertakwa”

Jadi, dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa husembelaan diri
sangat penting karena dalam hukum pidana Islam amappsitif mempunyai
satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum gaitindungan HAM.
Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujueama yaitu
untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia nraaghirat, yang sering
dikenal Al-Magasidu Khamsal{Panca Tujuanhifz al-nafs(menjaga jiwa)
hifz al-‘agl (menjaga aka))hifz al-din(menjaga agamahifz al-mal(menjaga
harta) danhifz al-nasl (menjaga keturunan)) terbukti dalam ayat tersebut
memberikan penjelasan bahwa Begitu pentingnya plaaediri karena
dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walawmmat Islam diserang
di bulan Hararh yang Sebenarnya di bulan itu tidak boleh bergerataka
diperbolehkan membalas serangan itu di bulan ga.ju

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukuam Istu
diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pé&hbo sebagaian

perbuatan yang dilarang bagi orang yang memilikakeer-karakter khusus

sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakatuntuenadanya

® QS. Al Bagarah (2): 194
" Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajamah haram (Mekah) dan ihram.



pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkemankdéuk melakukan
perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannyak unencapai suatu
tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Sepelttndungi jiwa, menjaga
kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendupun orang lain.
Lo all Jsa¥ g (gl 2 Y15 sladll & JuaY)

“Prinsip dasar pada maslah darah, kehormattam harta adalah

haram.”

Salah satu sebab diperbolehkannya perbuatan ydagardj baik
dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP yarektdipidana yaitu
melakukan pembelaan diri. Dalam menentukan apalehuptan tersebut
merupakan pembelaan diri atau bukan, maka dalamnmydidana Islam dan
hukum positif mengatur tentang syarat maupun unsur.

Dalam menetapkan syarat pembelaan diri terdapastapean dan
perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukumifP@gtsamaan syarat
tersebut yaitu antara laifRertama, pembelaan terpaksa dilakukan karena
sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untukgelakan serangan, harus
benar-benar dalam keadaan terpaksduauntuk mengatasi adanya serangan
atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawkeum. Jadi, disini
dalam melakukan pembelaan tidak boleh adanya psadugyasangka dan
rasa takut yang berlebihan akan diserang sehinggameényerang dulu
sebagai bentuk pembelaan diri, dalam hal ini tidhkenarkan. Maka
pembelaan dilakukan harus terjadi serangan seketikaterjadi, ketiga

serangan atau ancaman serangan ditujukan padae8tkemn hukum atas:

8 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhardmazam op.cit him. 5



badan, kehormatan kesusilaan, dan harta bendarisewali orang lain,
keempat harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan
berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masilganeam, kelima
perbuatan pembelaan harus seimBategngan serangan yang mengancam.
Yang menjadi perbedaan syarat pembelaan diri dalakam pidana
Islam dan KUHP adalalPertama melewati batas ukuran pembelaan diri
(yang diperbolehkan). Dalam hukum pidana Islarma gkeseorang melakukan
pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar kikuatan yang
diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas Kamfgya itu. Kedua
Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbarpendapat bahwa
jerat atu perangkap yang dipasang dibelakang pipagar atau di jalan
dengan maksud membunuh atau melukai penyerang myleuboleh. Orang
yang mempunyai tempat tersebut tidak bertangguragjaapabila bertujuan
untuk membela diri karena orang yang memasukiny@arttemembunuh
dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang $&gcaralegal (tanpa hak).
Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yaatakokan hal
tersebut harus bertanggungjawab apabila perbuaam®yrtujuan untuk

melukai atau membinasakan orang yang memasuki rt@mgia izin. Dengan

® Dalam hukum pidana positif, ukuran seimbang athihl berat yang dimaksud adalah
terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadindiesidapat ukuran objektif yang sekaligus
subjektif. Ukuran subjektif yaitu terletak pada lak@anusia, sedangkan ukuran objektif adalah
bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dijektif ini haruslah digunakan secara
bersama. Tidak boleh subjektif saja misalnya hapgda akal dan perasaan si pembuat, tetapi
harus pada akal pikiran bagi orang pada umumnyintigh yang berwenang menilai dan
menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif maughjektif tersebut, dan dia harus mampu
menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadsigor@tas suatu pilihan perbuatan tertentu
berdasarkan akal budi yang dimilikinya. Lihat dalZainal Abidin Faridop. cithim. 199



alasan, kaidah pembelaan diri karena pembelaanribatds dasar untuk
menolak serangan dengan penolakan yang palingr.i'ﬁga

Sedangkan dalam KUHRPertamadikenal pembelaan terpaksa yang
melampaui batas, dalam hal ini si korban mengalkagoncangan jiwa yang
sangat hebat. Jadi, faktor subyektifitas memegargganan karena
temperamen setiap individu berbeda-beda. Sebaiteriiadap diri pribadi si
pelakunoodweer excedimintakan keterangan ahli psikolog/psikiatezdua
Mengenai pemasangan alat atau perangkap di depaahreebagai bentuk
pembelaan diri, tidak diperbolehkan karena dalarsapd9 ayat 1 yang
menjadi syarat pembelaan terpaksa salah satunyi@hadarangan yang
dilakukan harus sedang dijalankan. Jika pemasamdmnatau perangkap
yang mematikan sebagai pembelaan diri diperbolelaktan “dikhawatirkan
akan segera menimpa’or(middelijk dreigende dengan alasan sebagai
perlindungan diri karena di Indonesia sering terptampokan jadi sebagai
alat perlindungan diri maka tidak dibenarkan kargikhawatirkan dalam hal
ini tidak ada faktor seimbang antara dua kepentingang dirugikan ada
peranan penting.

Persamaan pembelaan terpaksa dengan pembelaammgdaigpaui
batas antara lain yaitlPertama, pada keduanya harus ada serangan atau
ancaman serangan yang melawan hukum yang ditujybada tiga
kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusialaarhdeta benda), sama-

sama dilakukan dalam keadaan yang terpaksadgzakelijk dalam usaha

19 Abdul Qadir Audahep. cit him. 152



mempertahankan dan melindungi suatu kepentiangkanihyang terancam
bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yaagyandiukumkedua,
pada keduanya, pembelaan ditujukan untuk mempeitaha daan
melindungi kepentingan hukummeg¢hsbelany diri sendiri atau kepentingan
hukum orang lain.

Sedangkan perbedaannya yaitu antara Rértama,perbuatan yang
dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa hambsig&n yang seimbang
dengan bahaya atau ancaman serangan dan tidakalgid@n melampaui
dari apa yang diperlukan dalam pembelaan. Tetdpnmdpembelaan terpaksa
melampaui batas, pilihan perbuatan tidak seimbaswggan bahaya yang
ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangaren&aradanya
keguncangan jiwa yang hebamisalnya seseorang menyerang lawannya
dengan pecahan botol yang sebenarnya dapat dildersgan sebatang kayu
(noodweey tapi karena kegoncangan jiwa yang hebat dilawemgdn cara
menembaknyanpodweer excés kedua pembelaan terpaksa hanya dapat
dilakukan ketika adanya ancaman atau serangan gseulenhangsung dan
tidak boleh dilakukan setelah serangan berheniitddak ada lagi, tapi dalam
pembelaan yang melampaui batas, perbuatan pembetamih boleh
dilakukan sesudah serangan terhdfgitiga tidak dipidana dalam pembelaan
terpaksa karena sifat melawan hukum pada perbustamadi merupakan
alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana pada pemlietpaksa terletak

pada perbuatannya. Sedangkan dalam pembelaan yetagmpaui batas

1 Adami Chazawipp. cit,him. 51



merupakan alasan pemaaf karena adanya alasan pesgkesalahan pada
diri pelaku.

Dalam noodweermengandung asasibsidairiteityaitu harus adanya
keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara \dipakai dan
kepentingan yang dikorbankan dasas propositionaliteiyaitu tidak semua
alat dapat dipakai, hanya yang masuk akal. karemapat pembelaan yang
dilakukan harus sesuai dengan serangan yang hersgawan hukum,
sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpakeaa tidak ada jalan
lain. Jadi, dalam pembuktian suatu kasus, hakimushabenar-benar
memperhatikan asas tersebut apakah merupakan alalsannoodweeratau
bukan.

Selain pembelaan diri (pembelaan khusus), hukurangidslam juga
mengatur adanya pembelaan umuamdér ma’ruf nahi munkar karena
dengan adanya pembelaan umum, maka dapat menaggatinlya jarimah
dan mengurangi terjadinya penyelewengan yang tidigiginkan (upaya
prefentif). Jadi dalam hukum Islam, pembelaan umwiRumnya wajib.
Tetapi tidak semua orang dikenakan kewajiban dalestaksanakannya. Ada
beberapa syarat yang harus ada pada pembelaan wgalaim,satunya yaitu
adanya kesanggupan dan berakal sehat.

Dari segi hukum dan dasar tujuan tidak ada perbedastara
pembelaan khusus dan pembelaaan umum tersebupi @atam segi objek
terdapat perbedaan yaitu: Objek pembelaan khusakladetiap serangan

yang mengenai keselamatan orang atau hartany&el@umatannya, sedang



objek pembelaan umum adalah yang mengenai hak naksyakeamanan
dan ketertibannya yang bersifat wajib. Pembelaarsiks terjadi jika adanya
serangan dari seseorang, sedang pembelaan umadi tegfika tidak ada
serangan.

Contoh: jika ada seorang laki-laki mendatangi ssprarempuan
dengan maksud memperkosa, maka disini terdapatedaarbkhusus. Tetapi
jika lelaki itu mendatanginya dengan persetujuamrasgy perempuan
tersebut, maka terjadi pembelaan umum vyaitu men@a&nggagalkan)
perbuatan munkar. Begitu juga dengan peristiwa pemntan terhadap orang
lain terdapat pembelaan khusus tetapi pada percotmembunuh terdapat
pembelaan umum.

Ciri khas syari'at Islam yang tidak terdapat padi&um positif adalah
“amar ma’'ruf nahi munkar? Dengan adanya asas ini dimaksudkan agar
setiap orang menjadi pengawas atas orang lain dagupsa serta sesama
manusia saling memberi petunjuk dan mengingatkankumenjauhkan diri
dari perbuatan munkar dan ma’siat, menjaga keamaltam ketertiban,
memberantas jarimah dan menjunjung akhlak yangiting

Sistemamar ma’ruf nahi munkatidak dikenal oleh hukum positif
kecuali pada awal abad XIX M, dimana hukum tersabutai mengakui
adanya hak mengeritik dan membimbing rakyat bigszofangan), serta
memberikan hak untuk menangkap orang yang tert@gndlesah waktu
melakukan jarimah dan menyerahkannya kepada pilalg yoerwajib.

Bahkan dalam keadaan tertentu perseorangan diberikak untuk



menghalangi perbuatan jarimahnya jika menyangkpek#ngan masyarakat
seperti dalam penggulingan kekuasaan pemerintah rdanghancurkan
bangunan umum. Tetapi sistamar ma'ruf nahi munkahanya diterapkan
oleh hukum positif dalam keadaan tertentu sajarspdalam syari’at Islam
dijalankan dengan seluas-luasri¥a.
A. Analiss Sanksi Pembelaan Terpaksa melampaui Batas dalam Tindak
Pidana Pembunuhan
Sengaja membunuh dalam hal ini pelaku dengan semgejakukan
perbuatan membunuh, meskipun diketahui bahwa penbuarsebut dilarang.
Akan tetapi masalah kehendak menjadi permasalaledikak orang yang
membunuh dalam kondisi terpaksa. Pelaku melakukarbpnuhan bukan atas
kehendaknya sendiri, melainkan karena adanya amcahka tidak membunuh
maka orang yang diserang akan dibunuh. Sementarangur penting yang
menjadi dasar penentuan hukuman menurut syarlanladalah maksud atau
niatan yang menyertai perbuatgarimah®
Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan yang ditakukarena
pembelaan terpakstidak dipidana, karena adanya peniadaan pidang gan
dalamnya terdapat alasan pembenar yang menyebafdgansnya sifat

melawan hukum perbuatdnsehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi

2 Ahmad Hanafipp. cit him. 225-226

13 Niat dalam tindak pidana pembunuhan sangat menantigchadap penerapan sanksi atas
tindak pidana yang dilakukan. Dalam tindak pidar@ampunuhan, Islam membedakan jenis
tingkatan hukuman pembunuhan sengaja, semi sedgajéidak sengaja didasarkan pada niatan
pembunuh. Niat tersebut sangat mempengaruhi tephaatat-ringannya hukuman.

¥ Hal ini berdasarkan pendapat Langenmeyer yang idikeleh Roeslan Saleh:* Sifat
melawan hukum pada suatu perbuatan yang memenmiisein delik akan mempunyai arti jika
melalui cara yaitu hakim akan memutuskan supaydepms dari segala tuntutan hukum



perbuatan yang patut dan befadak dipidananya terdakwa karena perbuatan
tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuafdalaupun dalam
kenyataanya perbuatan terdakwa telah memenuhi umslak pidana. Akan
tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, makdakwa tidak dipidana.
Selain alasan pembenar, juga terdapat alasan pekaa@ha orang yang
melakukan perbuatan karena terdorong glembelaan terpaksa melampaui
batasyang sebenarnya terpaksa dilakukan karena didartmtgsuatu tekanan
batin atau tergoncangnya jiwa, jadi fungsi batinmenjadi tidak normal. Oleh
karena itu seseorang yang melakukan pembunuhamsatalam keadaan
terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan lbmsvear terbukti adanya
syarat dan unsur pembelaan terpaksaaka terdakwa dinyatakan lepas dari
segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian titlkukti adanyaunsur
pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, dengan
mempertimbangkan kaidah terdapat dalam pasal 491lagan 2 KUHP, maka
pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana ydaiy déatur dalam KUHP
mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya @&&3BHP.

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu m&khihukum
darurat yang membolehkan korban melindungi dan nmeet@ipankan
kepentingannya atau kepentingan hukum orang laiilahl dasar filosofi

pembelaan terpaksa.

berdasarkan tidak dapat dipidananya perbuatan bigrseilamana ia berfikir bahwa harus
memperhatikan keadaan-keadaan yang khusus yagddipgrdari sudut peraturan tertulis atau
tidak tertulis perbuatan tersebut merupakan halngypatut walaupun bertentangan dengan
ketentuan yang melarang. Dalam semua kejadianikejatemikian masih dibuktikan apa yang
sepatutnya didakwakan tetapi bersamaan dengarghilarsifat melawan hukum, hilang pula hal
yang dapat dipidananya, dan karenanya putusanm@yahalépas dari tuntutan hukum, bukan bebas
dari tuntutan hukum.” Lihat dalam Roeslan Satgh,cit him.6



Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak gidarena
perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tatahdup yang ada di dalam
masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan ot@aggggota
masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-pergsadan pertimbangan-
pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipediha

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembunusiam tidak
terpaku hanya pada satu hukum saja, akan tetapiberda@n alternatif baik
pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan yang tidakghja. Bahkan Islam
memberikan pilihan bagi keluarga terbunuh dalam beeikan sanksi terhadap
pelaku antaragishash atau memaafkan dan disuruh memilih disekitar
memberikan maaf dengan tidak memberikan ganti ppa-a

Dengam demikian, maka dapat di fahami bahwa dalakarh Islam,
tujuan diadakannya hukumishashadalah, untuk melindungi hak Allah atas
hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak seseorang.

<KOgOe0rnI0 L EFLMMOFCOMWad ORx ALAEwe0
AL xHAD W@ SCHOOZMW®FT Ha I OB FHIONI KOO
¢0>0%de =

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelapggan) hidup
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kareuakwa.*

Dari ayat ini maka dapat dilihat bahweshashmerupakan akibat dari
kejahatan terhadap manusia. Tujuannya adalah unéfamin kelangsungan
hidup manusia. Dengan demikian artinya, jitahashitu dilaksanakan maka
kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjalari ayat diatas jelas
menunjukan bahwa hukuman merupakan sarana sebabaals jaminan

terhadap hak-hak dan kelangsungan hidup manusia.

15 Qs. Al Bagarah (2): 179



Secara umum si korban tidak memiliki hak untuk maifken
hukuman, akan tetapi ketentuan itu tidak berlakwi bandak pidana
pembunuhan Pemaafan pada hukumagishash oleh si korban tidak
dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertibonum. Dengan
demikian, jenis hukumangishashdalam hukum pidana Islam tidak semata-
mata diorientasikan pada perlindungan atau pemtzesam kejahatan, tetapi
lebih dari itu ditujukan pada pemberian jaminanatglitasi pada si korban
untuk tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkaibade posisi sosialnya
yang setara dengan orang lain.

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang setalala
melampaui batas. Seseorang diizinkan untuk hidmpng@mpunyai hak untuk
hidup selama ia tidak melakukan kekerasan apaTritapi, bila ia melampaui
batas tersebut dan membuat kekacauan serta pemindiatam masyarakat
atau menjadi ancaman bagi kehidupan sesamanya, makehilangan hak
hidupnya.

Jadi, dalam menentukan sanksi hukuman atas pembefaag
melampaui batas dalam hukum Islam penulis berdasapenjelasan diatas
berpendapat bahwa terjadi perbedaan pendapat mifeala Ulama. Pada
dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (diperbal®hkian tidak ada
hukuman baginya.

LAJ.\AM J}AS}\

“Tiap perkara tergantung maksudriy&

18 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhardmazam op.cithim. 5



Namun jika sampai melewati batas dan mengenai danglengan
tersalah, maka perbuatannya bukan mubah melainieglituan dan kelalaian

si pembela diri. Firman Allah SWT
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“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukupagi Bani Israil,
bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manuskarbkarena orang
itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena mernlieausakan dimuka
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusiaruhnya. dan
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manidaka seolah-
olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semaadgn Sesungguhnya
telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengamembawa)
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banjakata mereka sesudah
itu sur117gguh-sungguh melampaui batas dalam berbeatislakan dimuka
bumi.”

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad biHambal
penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatamgariyang diancam
dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan ydak sah (tidak benar).
Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dieh karenanya
serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawka.shmpai mengakibatkan
kematian maka tidak terdapat pertanggungjawabannymgbaik secara
perdata maupun pidana.

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, sesmdiarus

berupa jarimah yang diancam dengan hukuman daku#lda oleh orang

7 Q.S Al Maidah (5): 32



yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana., Jgghbila perbuatan
(serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukumelainkan hanya
perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak nienkiécakapan maka
orang yang diserang itu hanya berada dalam keaapaksa. Imam Abu
Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah uyaierbuatan
diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam aterigukuman tetapi
pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat danip¢rtanggungjawaban
pidana. Pendapat Abu Yusuf ini, maka tidak terdgmatanggungjawaban
secara pidana tapi terdapat pertanggungjawabamaspeedata yaitu dengan
membayadiat.'®

Terdapat contoh yaitu beberapa waktu yang lalundpgekan dengan
kasus Darsem, seorang TKW asal Subang yang akan dihukum pancung
karena tuduhan membunuh di Arab Saudi. Dalam perabelyaDarsem
terpaksa membunuh, karena akan diperkosa oleh anajla. Vonis
pengadilan menyatakan, bahwearsemterbukti bersalah telah membunuh
majikannya, seorang warga negara Yaman pada Dese2M0&. Sidang
pengadilan di Riyadh pada 6 Mei 2009, menjatuhkafuiman pancung bagi
Darsem Namun,Darsemakhirnya lolos dari eksekusi mati setelah mendapat
pengampunan dari keluarga korban dengan syarat gakigp berat untuk

ditanggung terpidana.

8 Ahmad Wardi Muslichop. cit him. 90



Pada 7 Januari 2011, ahli waris korban diwaksim bin Sali Assegaf
bersedia memberikan maafifazu) kepada Darsem, dengan kompensasi
uang diyat sebesar SAR 2 juta, atau sekitar Rpdliar.

a. Apabila yang dilakukan Darsem dalam rangka merngrkan pemerkosaan
yang sedang terjadi maka ditafsil :

1) Apabila terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada
pemerkosaan (seperti meraba, mencium dll) pembunualadéam
rangka membela diri dibenarkan setelah melaluigahdahapan
yang memungkinkan seperti membentak, berteriak, ukahdll.

2) Apabila pelaku sudah memasukkan mr 'p’ kedalam rvissiaka
pembunuhan bisa langsung dilakukan tanpa melalbaptn-
tahapan menurut gaul dloif.

b. Apabila tindakan Darsem termasuk pembunuhan yatak tdibenarkan
syara’ maka maksimal diat yang harus dibayarkatahde)0 onta.
Apabila yang dilakukan darsem itu tidak pada sagdian pemerkosaan
maka termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkaa’syar

Agar setiap orang dapat terjamin kehidupannya nieltas berlaku

adil. Dengan demikian, orang-orang kuat harus rdehigi orang lemah,
orang-orang kaya harus memberikan makan kepadag-orang fakir, dan
sebagainya. Dalam hal ini banyak sekalas-nas al-Qur'an yang

menjelaskannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

19 http://solusinahdliyin.net/satta/394-membunuh-unatgnghindari-

perkosaan.htndliunduh pada tanggal 25 Oktober 2011, 09.30
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaiamanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kapabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan adengdil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang selzaiiaya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi MA&khat.”

Allah  memerintahkan kaum Muslimin, agar berlaku | adalam
menghukum dan memutuskan perkara. Keadilan daldembipengadilan itu
dianggap sebagai menunaikan amanah Allah. Al-Qur'aendiri
memerintahkan keadilan secara umum, tanpa menentiddam bidang apa
dan terhadap golongan mana, melainkan dalam segasan dan terhadap
semua golongan yang melakukan pelanggaran, kareadil&n itu hukum
Allah dan aturan-Nya sedang manusia seluruhnya aaxtah.

Seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sergajag
tersebut wajib dikenakan sanksgishash, dengan alasan ia telah
menghilangkan nyawa manusia yang harus dijaga,rgeae sanksgishas
ini dilaksanakan agar manusia tidak mudah untukumgrahkan darah antar
sesamanya dan mencegah balas dendam dari pihaknkdshnksigishash
dilaksanakan apabila dari pihak korban tidak meikbar maaf, adapun
apabila ia mendapatkan maaf ia tetap diwajibkaokuntembayadiat.?*

Disyari'atkannya pembelaan yang sah dalam hukuamislaitu agar

seseorang tidak mudah dalam melukai, bahkan samgaghilangkan nyawa

20 An-Nisa' (4) : 58.

2 bid., him. 374-375.



orang lain. Dalam hal ini Islam mombolehkan adamgmbelaan yaitu
adanya unsur keadilan sebagai akibat adanya seréergabut.
Al adlidl 8 JuaY)
“Prinsip dasar masalah manfaat adalah boleéf.”

Yang menjadi asas yang terpenting dalam hukum Iséatalah
keadilan mutlak. Syari'at Islam sangat menginginkpenegasan asas
ketetapan hukum yang sangat penting ini yaitu keadmnutlak disetiap
ketentuan hukumnya. Islam menetapkan keadilan gant dalam ketentuan
hukum duniawi antarmanusia secara keseluruhan, maetentuan ukhrawi
dibatasi pada orang yang beriman pada-Nya dan kutethadap ketentuan
hukum-Nya.

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatobkuman
adalah rasa keadildh dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan
menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuaindbegarnya kesalahan
pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yangshadijatuhkan bagi
pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunybamerkosaan, dan lain-
lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetamthéngannya hukuman
tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh pakim. Hal ini
berhubungan dengan adanya batas maksimal dan rhimika@man yang ada

dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hakumengambil di

22 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhardmiazam

23 Sikap keadilan itu adalah kerelaan untuk mengakaiusaturan bagi kehidupan manusia yang mengataskkan individual. Aturan
yang obyektif ini adalah aturan yang seharusr@edijung des Gehorejsaturan ini merupakan dasar dan ukuran bagi mtyemg ditentukan
(Ordnung des SetzgnSikap keadilan tidak hanya ditemukan pada orgemg beriman, artinya pada orang yang menerima wvatilah. Allah

mewujudkan aturan semesta alam, termasuk alam immahasini dimungkinkan melalui akal budi yang eiitkan Allah kepadanya.



antara kedua batas tersebut, dan jarang sekalinhadnjatunkan hukuman
maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Alasan manusia menerima prinsip keadilan dalanaajsiam adalah
karena persamaan dan kebebasan diantaranya yaitusiamaberasal dari
keturunan yang sama dan semua makhluk tidak daplampui batas-batas
dan hukum yang ditetapkan. Tetapi lingkungan yangak dan tamak
meruntuhkan fondasi terseffitJadi, untuk menghindari adanya kejahatan
yang datang dalam diri seseorang, maka dianjurkankumembela diri
ketika diserang.

Pandangan hukum positif tentang hukum pembelaamdingalami
berbagai perubahan. pada masa dahulu pembelaametupakan hak yang
diambil dari hukum alami atau dengan sendiriny&aloudari hukum positif.
Pada abad pertengahan pembelaan diri tidak diarggjsamai suatu keadaan
yang menghindarkan hukuman tapi hanya sebagai dpearbebasan
hukuman. Pada abad ke-18 pembelaan dianggap sekeagaan terpaksa
yang membolehkan seseorang untuk membela dirinyalirse Keadaan
terpaksa tersebut timbul sebagai akibat tidak aalapgrlindungan dari
masyarakat (negara). Pada abad ke-19 keadaanatigghp sebagai keadaan
terpaksa karena bahaya yang telaah mengepung komeagebabkan dia
tidak memiliki pilihan lain dan nalurinya mendorod@g untuk memelihara
hidupnya. Pembelaan diri merupakan hak yang diaerdteh undang-undang

dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahatiearatau hartanya

24 1bid, hlm. 70-72



dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan atak ada kemaslahatan
dalam menjatuhkan hukuman atas orang yang membelkackna ia bukan
pembuat kejahatan.

Jadi dalam suatu peristiwa serangan yang terjaldindgpembelaan
terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dat, tefpakah peristiwa
tersebut merupakan suatu pembelaan atau bukanhafkh disini bahwa
rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dikahnkeperluan
noodweer dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bgksiém
terhadap seorang penyerang.

Dalamhukum Islam antara pembelaan terpaksadiemurahterdapat
persamaan syarat sedangkan dalam hukum positdgatgpersamaan syarat
dengan keadaan daruranofdtoestand Diantaranya adalahpertama
Keadaandharurat harus sudah ada bukan masih ditunggu, denganldata
kekhawatiran akan kematian itu benar-benar adanrd&lenyataanKedua
orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain keam&langgar perintah atau
larangan syar'i atau tidak ada cara lain yang dibem untuk menghindari
kemudharatan selain melanggar hukum. Dalasharurah terdapat
kekhawatiran akan timbulnya kematidetiga, Dalam menghindari keadaan
darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan timdebihan. Sedangkan
perbedaannya adalah tidak boleh melanggar prirgigip syari fnagasid
al-syari'ah) seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dalamdigon

bagaimanapuf?

% Wahbah ZuhailiQp. Cit him. 73-74



ool Yyl

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemtatha

lagi.”®

Kaidah ini menuntut manusia untuk tidak menolaktsubahaya
(kepentingan hukum) dengan bahaya yang lain ataisakya.

Keadaan daruranfodtoestandadalah suatu keadaan dimana suatu
kepentingan hukum terancam bahaya, untuk menghirglacaman itu
terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataaejanggar kepentingan
hukum yang lain. Dalanmoodtoestandersifat lebih umum, suatu keadaan
dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, wank menghindari
ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang kewgataanya melanggar
kepentingan hukum yang lain.

Perbedaan antaraoodweerdengannoodtoestanddalam pembelaan
terpaksa dengan pembelaan yang melampaui bataa &ntayaitu:Pertama,
kepentingan hukum yang ada pada noodtoestand tdmltasi sedangkan
dalam noodweerterdapat batasan hanya untuk tubuh, kesusilaarhada
benda.Keduag dalamnoodweemengenahoodweer excesedangkan dalam
noodtoestandtidak ada. Ketiga, noodweer untuk memebla kepentingan
hukum bagi diri sendiri atau orang lain sedangkaamnoodtoestandidak.

Sedangkan perbedaan daya paksa dan pembelaarsterpak

1. Pada daya paksa:

26 Jalal al-Din ‘Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Sulyijtal-Asybah wa al-NadhajrBeirut:
Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, tt, him. 86.



a. Daya paksa terjadi apabila perbuatan yang merggitian oleh orang
yang diserang adalah berupa perbuatan yang dimiekswtan diinginkan
sipenyerang. Misalnya: seseorang mendatangi oeangléngan todongan
pistol memaksa untuk menandatangani akta palsu,udieim korban
menandatanganinya

. Orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatamg yadak
dikehendaki karena dia tidak berdaya untuk melawarangan yang
memaksa itu

. Tidak ditentukan bidang kepentingan hukum dalamplealyerangan yang
dilakukan dalam keadaan terpaksa

. Pada daya paksa dapat terjadi dalam keadaan dgaimatterjadi dalam
hal konflik antara dua kepentingan hukum, konflikaaa dua kewajiban
hukum dan konflik antara kewajiban hukum dan képgan hukum.

b. Pada pembelaan terpaksa:

. Perbuatan yang menjadi pilihan orang yang diseradglah berupa
perbuatan yang tidak menjadi tujuan atau maksuggvang. Misalnya:
seorang majikan laki-laki hidung belang sedang $mrta memeperkosa
pembantu rumah tangganya, setelah menindih tubeimgran tersebut,
kepergok oleh suami si pembenatu dan sengan ksaasii menendang
kepala majikannya. Pilihan perbuatan suami pembla@tupa menendang
kepala majikan adalah suatu pilihan perbuatan yaad dikehendaki si

majikan.



b. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada kenaanyeubuat untuk
melawan serangan oleh si penyerang

c. Pembelaan terpaksa hanya dilakukan terhadap serayayag bersifat
melawan hukum dalam tiga bidang: tubuh, kehorm&susilaan dan
harta benda.

d. Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam kead#erurat.

Jadi, dalam pembahasan diatas yang sudah diuraikakipun dalam
melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui bataschukum positif
dan hukum Islam, tidak dipidana atau lepas dartutan hukum tetapi
terdapat persamaan unsur dalam pembunuhan semajaeyaitu pelaku
melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kamatan terdapat
hubungan sebab akibat yang dalam ini terj@éngaja-dengan-sadar-
kemungkinan-akib&. Sama halnya dengan pembelaan yang tidak
menginginkan akibat tertentu bagi orang lain tapa dituntut untuk
melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Begitupun dalamdharurah tidak diperbolehkan melanggar tujuan
syari'at (nagasidus syari'ah Tetapi pembelaan diri dilakukan untuk
menolak tindak pidana. Tetapi jika ia dengan sengsgngadakan perbuatan
dengan tidak menghendaki hilangnya nyawa korbantéapyata hilangnya
nyawa tetap terjadi meskipun pada dasarnya pemutdesebut tidak

membawa kematian, maka disebut pembunulsami sengaja yaitu

27 Artinya pertanggungjawaban dalam tindak pidanabokan karena kelalaiannya maupun
kesengajaanya melainkan karena akibat perbuataiiayana pada dasarnya akibat yang terjadi
tidak dikehendaki, tetapi dengan sengaja melakyda@abuatan. Lihat dalam Ahmad Hanafi, op.
cit, him. 174



kesengajaandi satu sisi darkesalahandisisi lain. Pertanggungjawaban
pidananya lebih ringan daripada pertanggungjaw&baaena kesengajaannya
tetapi lebih berat daripada pertanggungjawabannkakelalaian yaitu tidak

dapat digishash Dalam hal ini pelaku tidak dapat dikenakan hukama

gishash.



